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ABSTRAK

Abstrak: Permasalahan utama pembangunan kesehatan di tingkat daerah adalah belum optimalnya tata
kelola perencanaan program yang berbasis data, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan nasional
serta dokumen perencanaan daerah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola
program kesehatan melalui pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kota Magelang Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Metode pelaksanaan meliputi
advokasi, ceramah, diskusi interaktif, serta praktik langsung penyusunan dokumen perencanaan dengan
mitra utama Subbagian Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Magelang, yang melibatkan
pemangku kepentingan internal dan lintas sektor. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan
keterampilan teknis (hard skill) perencana kesehatan dalam analisis situasi kesehatan, penyusunan
indikator kinerja, serta penyelarasan indikator perencanaan dengan kebijakan nasional dan daerah.
Evaluasi kegiatan dilakukan melalui analisis keselarasan indikator dokumen perencanaan antara
RPJMN, RIBK, RPJMD, dan Renstra perangkat daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat
keselarasan indikator pembangunan kesehatan dengan RPJMN mencapai 100% (15 dari 17 indikator
tercantum dengan penggunaan indikator proksi), sedangkan keselarasan dengan RIBK mencapai 97% (33
dari 34 indikator tercantum). Selain itu, kegiatan pendampingan menghasilkan dokumen Renstra dan
Renja Bidang Kesehatan yang selaras dengan RPJMD dan kebijakan kesehatan nasional. Kegiatan ini
berkontribusi dalam memperkuat kapasitas teknis perencana kesehatan serta meningkatkan kualitas
tata kelola perencanaan kesehatan daerah secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perencanaan Kesehatan; Renstra; Renja; Tata Kelola Program Kesehatan.

Abstract: A major challenge in regional health development is the suboptimal governance of health
planning that is data driven, integrated, and aligned with national and regional policy frameworks. This
community service activity aimed to strengthen health program governance through assistance in
developing the Strategic Plan (Renstra) of the Magelang City Health Office for 20256-2029 and the Annual
Work Plan (Renja) for 2026. The methods included advocacy, lectures, interactive discussions, and hands-
on planning document development, involving the Program and Finance Subdivision of the Magelang City
Health Office and cross-sector stakeholders. The activity focused on improving technical skills (hard skills)
of health planners in conducting health situation analysis, formulating performance indicators, and
aligning planning indicators with national and regional policy frameworks. The evaluation was conducted
through an indicator alignment analysis between national planning indicators (RPJMN and the Health
Sector Master Plan/RIBK) and regional planning documents (RPJMD and Renstra). The evaluation results
showed that the alignment of health development indicators with the RPJMN reached 100% (15 out of 17
indicators aligned using proxy indicators), while the alignment with the RIBK reached 97% (33 out of 34
indicators aligned). In addition, the assistance process resulted in finalized Renstra and Renja health
planning documents aligned with the RPJMD and national health policies. This activity contributed to
strengthening the technical capacity of health planners and improving the quality of regional health
planning governance in a more systematic and sustainable manner.
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A. LATAR BELAKANG

Pembangunan sektor kesehatan merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya pembangunan
kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran, kemampuan, dan
kemauan masyarakat untuk hidup sehat, sehingga dapat berkontribusi
terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia secara social maupun
ekonomi (Republik Indonesia, 2023; WHO, 2010).

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh
sektor kesehatan tetapi juga oleh sinergitas lintas sektor serta
kesinambungan program pembangungan yang telah dilaksanakan
sebelumnya (Sutarsa et al., 2024). Berbagai studi menunjukkan bahwa tata
kelola dan kualitas perencanaan kesehatan sangat berperan pada efektivitas
implementasi program kesehatan di tingkat daerah, khususnya dalam
penentuan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas (Patria
Jati et al., 2023; WHO, 2016). Tantangan pembangunan kesehatan semakin
kompleks akibat dinamika global seperti perubahan iklim dan pemanasan
global yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap
status kesehatan masyarakat (Maslin et al., 2025; Susanto et al., 2026).

Pembangunan sektor kesehatan di tingkat nasional masih menghadapi
berbagai permasalahan strategis seperti disparitas status kesehatan
antarwilayah, keterbatasan dan ketimpangan distribusi sumber daya
manusia kesehatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan yang belum merata (Laksono et al., 2023; Mahqfiroh & Kosasih,
2025; Sheffel et al., 2024; Wang et al., 2024). Ketimpangan distribusi tenaga
kesehatan dan akses pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan di
berbagai negara, terutama pada wilayah dengan keterbatasan sumber daya
dan infrastruktur kesehatan (Abel et al., 2024; Rai et al., 2024). Kondisi ini
menuntut perencanaan kesehatan yang lebih terarah, terintegrasi, dan
berbasis bukti agar target pembangunan kesehatan dapat tercapai secara
efektif.

Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh
kapasitas perencana kesehatan dalam membaca situasi dan kondisi serta
memanfaatkan data secara optimal. Perencanaan kesehatan yang lemah
sering dikaitkan dengan pemanfaatan data yang rendah dan integrasi lintas
sektor yang kurang, sehingga dapat berdampak pada ketidaktepatan
penentuan prioritas program (Byrne & Heywood, 2023; Kagoma et al., 2025;
Windle et al., 2025; Yusuph et al., 2024). Selain itu, berbegai studi
menunjukkan bahwa pemanfaatan data rutin kesehatan dan bukti ilmiah
dalam perencanaan program masih belum optimal, terutama di tingkat
daerah sehingga dapat menghambat proses pengambilan Keputusan yang
efektif dan efisien (Ayele et al., 2024; Patel, 2024).
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Ketimpangan pembangunan kesehatan antar daerah menunjukkan
bahwa prioritas pembangunan belum sepenuhnya diterjemahkan secara
optimal di tingkat daerah. Kota Magelang merupakan salah satu
kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Pada tahun 2023, masih
ditemukan berbagai indikator kesehatan yang belum mencapai target dan
menunjukkan tren penurunan capaian di Kota Magelang. Pada indikator
tuberculosis, cakupan penemuan kasus tercatat sebesar 21,23% dang angka
keberhasilan pengobatan sebesar 53,52%. Beberapa indikator imunisasi juga
mengalami penurunan seperti cakupan kelurahan Universal Health
Coverage (UCI) sebesar 76,74%, cakupan imunisasi dasar lengkap bayi
sebesar 97,88% serta cakupan beberapa imunisasi lanjutan yang masih di
bawah target nasional. Pada aspek kesehatan lingkungan, persentase akses
sanitasi layanan tercatat sebesar 96,97% dan akses rumah sakit sehat
sebesar 90,84%. Selain itu, cakupan pelayanan kesehatan remaja dan
penjaringan kesehatan sekolah belum mencapai target optimal (Dinas
Kesehatan Kota Magelang, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
permasalahan kesehatan di tingkat daerah tidak hanya berkaitan dengan
aspek pelayanan, tetapijuga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan program
dan pengalokasian sumber daya yang belum sepenuhnya berbasis data dan
prioritas (Abimbola et al., 2014; Hanson et al., 2022; Yusuph et al., 2024).

Dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan,
pemerintah menetapkan berbagai kebijakan strategis, antara lain target
RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 serta enam pilar transformasi
sistem kesehatan (Kementerian Bappenas, 2025; Republik Indonesia, 2024).
Implementasi kebijakan tersebut membutuhkan dukungan pemerintah
daerah melalui perencanaan kesehatan yang selaras dengan kebijakan
nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini dilakukan melalui pendampingan tata kelola program
kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola program
kesehatan melalui pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2026 agar selaras dengan
kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan prioritas kesehatan daerah.
Pendampingan juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perencana
kesehatan, baik keterampilan teknis (hard skil) maupun keterampilan non
teknis (soft skill). Keterampilan teknis meliputi kemampuan analisis situasi
kesehatan dengan menggunakan metode ASTRID, penentuan indikator
program, pemrioritasan masalah kesehatan dengan menggunakan metode
SOAR, serta penyusunan dokumen perencanaan yang diselaraskan dengan
program dan kebijakan nasional dan daerah. Sedangkan keterampilan non
teknis meliputi kemampuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor,
negosiasi pembiayaan kesehatan, serta advokasi program kesehatan dalam
perencanaan pembangunan daerah. Pendampingan diharapkan mampu
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meningkatkan kapasitas perencana kesehatan dalam menyusun
perencanaan yang berbasis data, holistik, komprehensif, dan terintegratif,
sehingga mendukung peningkatan efektivitas implementasi program serta
memberikan dampak positif terhadap pembangunan kesehatan secara
berkelanjutan.

B. METODE PELAKSANAAN

Pemerintah Kota Magelang merupakan mitra dalam pelaksanaan
kegiatan pengabdian ini. Mitra utama yang terlibat secara aktif dalam
seluruh rangkaian kegiatan yaitu Subbagian Program dan Keuangan Dinas
Kesehatan Kota Magelang yang berperan sebagai tim penyusun dokumen
perencanaan kesehatan daerah. Jumlah mitra utama yang terlibat dalam
kegiatan pendampingan sebanyak 15 orang yang terdiri dari pejabat
struktural dan tim perencana program kesehatan yang bertanggung jawab
dalam penyusunan Rencana Strategis (Resntra) dan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Magelang. Mitra lainnya dalam kegiatan
pendampingan ini adalah Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset & Inovasi Daerah) Kota Magelang khususnya yang bertanggung jawab
dalam perencanaan kesehatan Kota Magelang sejumlah 5 orang.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara beragam, meliputi
pendekatan ceramah, diskusi interaktif, serta praktik penyusunan dokumen
perencanaan secara langsung. Metode ceramah digunakan untuk
menyampaikan materi terkait dasar-dasar dalam penyusunan dokumen
perencanaan serta penguatan dukungan stakeholder dalam perencanaan
program kesehatan. Diskusi interaktif dilakukan melalui sesi tanya jawab
yang dipandu oleh fasilitator untuk memperdalam pemahaman peserta dan
menyamakan persepsi. Sementara itu, praktik penyusunan dokumen
perencanaan, khususnya Renstra dan Renja Dinas Kesehatan, dilaksanakan
sebagai luaran kegiatan. Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen
Renstra dan Renja Dinas Kesehatan Kota Magelang dilaksanakan pada
bulan Maret-September 2025 melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap pra
pelaksanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan tindak lanjut,
dengan uraian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Pelaksanaan (Maret-April 2025)

Tahap ini bertujuan untuk membangun komitmen, menyamakan persepsi,
serta menyiapkan dasar pelaksanaan kegiatan pendampingan. Kegiatan
pada tahap ini meliputi advokasi awal kepada pemangku kebijakan utama
dan koordinasi dengan Tim Renstra dan Renja Dinas Kesehatan untuk
menyepakati rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
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2. Tahap Pelaksanaan (April-Agustus 2025)

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pendampingan yang mencakup
proses penyusunan, penelaahan, dan finalisasi dokumen Renstra dan Renja
Dinas Kesehatan. Kegiatan dilakukan melalui analisis situasi, perumusan
program dan indikator, serta sinkronisasi kebijakan dengan isu strategis
nasional dan daerah.

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut (September 2025)

Tahap ini dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan pendampingan
dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kesehatan daerah.
Metode evaluasi yang digunakan adalah review dokumen (document review)
terhadap draft Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Magelang
Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang telah disusun
oleh tim mitra. Proses evaluasi dilakukan dengan menganalisis tingkat
keselarasan indikator program kesehatan daerah dengan kebijakan
pembangunan kesehatan nasional, khususnya indikator dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk
Bidang Kesehatan (RIBK). Analisis keselarasan dilakukan melalui pemetaan
indikator pada dokumen Renstra dan Renja dengan indikator RPJMN dan
RIBK menggunakan matriks keselarasan indikator. Selain itu, dilakukan
analisis pemrioritasan masalah kesehatan yang menggunakan metode SOAR
agar program kesehatan lebih terfokus dan terarah dalam menyelesaikan
permasalahan-permasalahan utama kesehatan di Kota Magelang.

Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi indikator yang telah
selaras, indikator yang memerlukan penyesuaian, serta indikator yang
belum tercantum dalam dokumen perencanaan daerah. Temuan dari proses
evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam
penyempurnaan dokumen Renstra dan Renja sebelum dilakukan sosialisasi
kepada pemangku kepentingan dan advokasi kepada pimpinan daerah.
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Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan Kota

Magelang pada berbagai tahapan dideskripsikan sebagai berikut:
1. Tahap Pra Pelaksanaan

a. Advokasi Awal
Advokasi awal dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2025 bertempat di
Kantor Dinas Kesehatan Kota Magelang sebagai langkah awal
pelaksanaan kegiatan pendampingan tata kelola program kesehatan.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang,
Tim Penyusun Renstra dan Renja, serta Bapperida Kota Magelang
dengan jumlah 12 orang. Selain itu, tim pendamping dari Universitas
Diponegoro juga melakukan pertemuan terpisah dengan Wakil
Walikota Magelang di Kantor Walikota Magelang.
Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan secara mendalam maksud dan
tuyjuan kegiatan pendampingan, yaitu mendukung penyusunan
dokumen perencanaan kesehatan yang berbasis data dan bukti,
terukur, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan kesehatan
nasional. Hasil advokasi menunjukkan adanya kesiapan dan
komitmen dari Wakil Walikota, Bapperida, dan Dinas Kesehatan Kota
Magelang untuk menjalin kerja sama dalam pendampingan
penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dan
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026. Komitmen ini mencerminkan
kesadaran akan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam
meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan kesehatan di
tingkat daerah.

b. Koordinasi Tim Renstra dan Tim Renja Dinas Kesehatan Kota
Magelang
Pertemuan koordinasi dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 di
ruang petemuan Hotel Atria, yang bertujuan untuk merumuskan
strategi teknis penyusunan dokumen, mengintegrasikan program
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unggulan kepala daerah ke dalam dokumen perencanaan, serta
merancang mekanisme cascading indikator ke unit-unit pelayanan
kesehatan. Kegiatan ini dihadiri oleh 22 peserta yang berasal dari
Dinas Kesehatan dan Bapperida Kota Magelang. Pada pertemuan
disepakati rencana kegiatan pendampingan yang terdiri atas beberapa
tahapan meliputi analisis situasi, review dokumen perencanaan,
orientasi multipihak, sosialisasi, dan finalisasi dokumen perencanaan.
Kepala Bidang Perencanaan Bapperida Kota Magelang menekankan
bahwa penyusunan dokumen perencanaan harus selaras dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta
kebijakan nasional terkait perencanaan Pembangunan. Hal ini sesuai
dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 (Kemendagri, 2025).
2. Tahap Pelaksanaan
a. Analisis Situasi dan Sinkronisasi Program Prioritas Kesehatan

Analisis situasi dan sinkronisasi dilaksanakan pada 6 Mei1 2025 di
Kota Magelang dengan melibatkan tim Universitas Diponegoro, Tim
Penyusun Renstra dan Renja, dan pejabat struktural Dinas Kesehatan
Kota Magelang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan arah
perencanaan kesehatan daerah dengan kebijakan provinsi dan
dokumen perencanaan pembangunan daerah. Indikator prioritas
kesehatan daerah difokuskan pada isu strategis dalam RPJPD Kota
Magelang, meliputi Angka Kematian Ibu (AKI), stunting, tuberkulosis,
dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang berada
dalam pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia (Pemerintah
Kota Magelang, 2024).

Hasil analisis data Dinas Kesehatan menunjukkan masih adanya
berbagai permasalahan kesehatan prioritas di Kota Magelang, seperti
peningkatan kasus penyakit menular, penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi (PD3I), kasus diare dan kusta. Penurunan capaian
terjadi pada beberapa indikator seperti kesehatan ibu dan anak,
cakupan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan, serta pemberian
vitamin A. Pada sisi pelayanan kesehatan, cakupan jaminan
pemeliharaan kesehatan masih tinggi, namun menunjukkan tren
penurunan dari tahun sebelumnya, yang sejalan dengan menurunnya
angka Bed Occupancy Rate (BOR) fasilitas pelayanan kesehatan,
seperti terlihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Penyampaian Hasil Analisis Situasi oleh Tim Renstra
dan Renja Dinas Kesehatan Kota Magelang

Sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil analisis situasi,
pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan penggalian lebih
lanjut terhadap penyebab permasalahan kesehatan yang dihadapi,
yang selanjutnya digunakan untuk memetakan alternatif solusi yang
dapat diimplementasikan. Proses ini merupakan baguan dari
penerapan siklus pemecahan masalah (problem solving cycle) dalam
perencanaan program kesehatan (Habiburrahman & Putra, 2024).

b. Review Dokumen Renstra dan Renja

Kegiatan review Dokumen Renstra dilaksanakan pada 22 Juli 2025
dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian draft Renstra yang
disusun oleh Dinas Kesehatan dengan dasar, arah kebijakan, dan visi
dan misi pembangunan kesehatan di Kota Magelang. Isu utama yang
dibahas meliputi tingginya prevalensi stunting, belum optimalnya
pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM),
masih tingginya kasus hipertensi, Angka Kematian Bayi (AKB) dan
Angka Kematian Ibu (AKI) hingga tahun 2024, serta penggabungan
indikator cakupan tuberkulosis (TB) dan HIV dalam satu indikator
kinerja. Selain itu, isu prevalensi obesitas dan ketimpangan mutu
pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) juga
dibahas meskipun belum masuk sebagai program prioritas.
Pembahasan indikator Renstra pada bidang kesehatan menekankan
pada kesesualan outcome dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan
(RIBK), penyesuaian target sesuai pagu indikatif, serta
penyempurnaan indikator, antara lain perubahan cakupan kunjungan
antenatal menjadi ANC enam kali, penguatan indikator kesehatan ibu
dan anak (KIA) yang berorientasi pada kualitas layanan, serta
pemenuhan standar puskesmas ramah perempuan dan anak melalui
ketersediaan tenaga kesehatan terlatih, seperti terlihat pada Gambar
3.
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Gambar 3. Review Dokumen Renstra

Selanjutnya, kegiatan review Dokumen Renja dilaksanakan pada 26
Juni 2025 dengen menekankan pada kebutuhan pendalaman analisis
data agar perumusan intervensi lebih tepat sasaran. Beberapa isu
yang dibahas meliputi kasus anemia pada ibu hamil yang berkaitan
dengan kondisi kekurangan energi kronis sejak pra-kehamilan,
perbedaan prevalensi stunting antara data e-PPGBM dan SSGI yang
mencerminkan kompleksitas faktor penyebab, serta tingginya kasus
hipertensi pada usia sekolah yang diduga terkait dengan perilaku
tidak sehat.

Orientasi Multipihak

Tahapan kegiatan orientasi multipihak dilakukan pada tanggal 11-13
Agustus 2025 di Hotel Puri Asri Magelang. Kegiatan ini dilakukan
untuk menjaring dukungan dan komitmen lintas sektor dalam
pencapaian strategi perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat
oleh Dinas Kesehatan. Peserta yang hadir sejumlah 25 orang yang
berasal dari berbagai sektor, meliputi Dinas Pendidikan, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup,
Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, dan sebagainya. Kegiatan orientasi multipithak menitikberatkan
pada pembahasan isu strategis sektor kesehatan Kota Magelang,
khususnya tingginya AKI, AKB, stunting, gizi buruk, peningkatan
penyakit tidak menular, rendahnya penemuan kasus TBC, serta
belum optimalnya integrasi layanan primer dan pelayanan kesehatan
yang inklusif bagi kelompok rentan.

. Finalisasi Renstra dan Renja dan Pelatihan Advokasi

Setelah orientasi multipihak, dilakukan finalisasi Renstra dan Renja
Dinas Kesehatan Kota Magelang. Pokok pembahasan pada kegiatan
in1 adalah melakukan evaluasi dan revisi sesuai dengan pembahasan
dan masukkan dari lintas sektor pada kegiatan sebelumnya, dengan
mempertimbangkan juga program kesehatan yang sudah berjalan
pada tahun sebelumnya. Pelatihan advokasi dilakukan kepada Dinas
Kesehatan Kota Magelang untuk memperoleh dukungan dari lintas
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sektor maupun pelaksana teknis seperti puskesmas, rumah sakit,
maupun klinik.

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut
a. Sosialisasi Renstra dan Renja

Kegiatan dilakukan pada 9 September 2025, dengan peserta dari
lintas sektor meliputi Bapperida, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga
Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas
Peerpustakaan, Perwakilan Camat, rumah sakit, puskesmas, dan
UPT laboratorium kesehatan dan instalasi farmasi.

Melalui kegiatan sosialisasi Renstra dan Renja Dinas Kesehatan Kota
Magelang tersebut, teridentifikasi bahwa kerja sama lintas sektor
masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya keselarasan
program dan koordinasi antar lembaga, serta perlunya penguatan
pemahaman bersama terhadap visi dan arah kebijakan pembangunan
kesehatan yang selaras dengan RPJMD Kota Magelang. Meskipun
demikian, kegiatan ini juga mengungkap adanya peluang besar dalam
penguatan kolaborasi, antara lain melalui peran sektor pendidikan
dalam promosi kesehatan, sektor lingkungan hidup dalam penciptaan
lingkungan sehat, dukungan sektor ekonomi, serta partisipasi aktif
masyarakat melalui TP PKK dan kader kesehatan.

Setelah proses pendampingan penyusunan dokumen Renstra dan
Renja, dilakukan evaluasi terhadap hasil penyelarasan indikator
pembangunan kesehatan antara dokumen perencanaan nasional dan
daerah. Evaluasi ini dilakukan melalui pemetaan keselarasan
indikator Rencana Pembangunan dJangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dengan
indikator yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Dinas
Kesehatan Kota Magelang. Rekapitulasi hasil pemetaan keselarasan
indikator tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Keselarasan Indikator RPJMN dan RIBK dengan
RPJMD/Renstra Dinas Kesehatan

Dokumen Total Indikator Indikator Tidak Persentase
Acuan Indikator  Tercantum Tercantum Keselarasan

RPJMN 17 15 2 100%*

RIBK 34 33 1 97%

*Keselarasan RPJMN mencapai 100% setelah mempertimbangkan indikator
proksi yang digunakan dalam dokumen perencanaan daerah

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, sebagian besar indikator pembangunan
kesehatan nasional telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan
daerah. Dari 17 indikator RPJMN, sebanyak 15 indikator tercantum
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secara langsung dalam RPJMD maupun Renstra, sedangkan 2
indikator belum tercantum secara eksplisit, namun telah
direpresentasikan melalui indikator proksi yang memiliki substansi
serupa. Dengan demikian, tingkat keselarasan indikator dengan
RPJMN dapat dikatakan telah mencapai 100%.
Sementara itu, pada indikator yang bersumber dari RIBK, sebanyak
33 dari 34 indikator telah tercantum dalam dokumen perencanaan
daerah, sehingga tingkat keselarasan mencapai 97%. Satu indikator
yang belum tercantum berkaitan dengan program yang berada di
bawah kewenangan perangkat daerah lain, seperti urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Hasil evaluasi in1 menunjukkan bahwa proses pendampingan yang
dilakukan mampu membantu mitra dalam menyelaraskan indikator
pembangunan kesehatan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga
dokumen Renstra dan Renja yang dihasilkan menjadi lebih
terintegrasi, selaras dengan prioritas pembangunan kesehatan
nasional, serta mendukung pencapaian target pembangunan
kesehatan secara lebih sistematis.

b. Advokasi ke Walikota Magelang
Tahapan akhir pelaksanaan pendampingan penyusunan dokumen
Renstra dan Renja Bidang Kesehatan dilakukan melalui kegiatan
advokasi akhir kepada Wali Kota Magelang pada 10 September 2025
di Kantor Wali Kota Magelang. Kegiatan diawali dengan pembukaan
dan penyampaian apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat,
dilanjutkan dengan pemaparan laporan hasil pendampingan oleh
ketua tim pendamping yang mencakup proses pendampingan mulai
dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis situasi
kesehatan, hingga penyusunan draf dokumen, serta penyampaian
hasil berupa dokumen final Renstra dan Renja yang telah disepakati
bersama dan masih dalam tahap penyempurnaan oleh Dinas
Kesehatan Kota Magelang. Dalam tanggapannya, Wali Kota
menyampaikan apresiasi atas kinerja tim pendamping dan jajaran
Dinas Kesehatan, menegaskan pentingnya Renstra dan Renja sebagai
pedoman pencapaian visi dan misi pembangunan kesehatan daerah,
serta memberikan arahan agar dokumen tersebut segera
disosialisasikan dan diimplementasikan secara efektif dengan
didukung oleh monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan penyusunan Renstra dan Renja Dinas
Kesehatan Kota Magelang berhasil mencapail tujuan pengabdian, yaitu
memperkuat tata kelola perencanaan program kesehatan yang lebih terarah,
terintegrasi, dan berbasis data serta kebijakan. Pelaksanaan kegiatan
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menunjukkan adanya peningkatan kapasitas perencana kesehatan, yang
tercermin dari kemampuan dalam memahami keterkaitan dokumen
perencanaan serta menyelaraskan indikator pembangunan kesehatan
daerah dengan kebijakan nasional. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa
Tingkat keselarasan indikator pembangunan kesehatan dengan RPJMN
mencapai 100% (15 dari 17 indikator tercantum dengan penggunaan
indikator proksi), sedangkan keselarasan dengan RIBK mencapai 97% (33
dari 34 indikator tercantum). Hal ini menunjukkan bahwa proses
pendampingan mampu membantu mitra dalam menyusun dokumen
perencanaan yang lebih selaras dengan kebijakan pembangunan kesehatan
nasional dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini
menghasilkan dokumen Renstra dan Renja Bidang Kesehatan yang telah
disepakati bersama dan dapat digunakan sebagai pedoman implementasi
program kesehatan daerah. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar
Dinas Kesehatan Kota Magelang secara berkelanjutan melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja, memperkuat
koordinasi lintas sektor, serta mengembangkan kapasitas sumber daya
perencana agar perencanaan program kesehatan semakin responsif terhadap
dinamika permasalahan kesehatan di tingkat daerah.
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